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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa: 

1. Kondisi untuk ketersediaan Trotoar, sebagian belum memenuhi syarat. syarat lebar 

bagi kaum difabel adalah 1,50m sedangkan sesuai penelitian, ada Trotoar yang 

lebarnya dibawah 1,50m yang terdapat pada: Kelurahan Oetete STA 0+500 

memiliki lebar bagian kiri dan kanan 1,30m, di kelurahan Fatululi pada STA 0+000, 

0+400 dan 0+500 memiliki lebar trotoar kiri: 1,25, 1,30,1,30 dan kanan: 1,30, 

1,30,1,35, di Kelurahan Kayu Putih memiliki lebar trotoar 1m di STA 0+500-700 

pada bagian kiri, di kelurahan Oebufu sebagian besar tidak memenuhi syarat, 

hanya dua titik saja yang memenuhi syarat dengan lebar 1,70 di STA 0+400 di 

bagian kanan dan 1,50 STA 0+600 di bagian kanan, dan di Kelurahan TDM 

semuanya tidak memenuhi syarat karena lebar trotoar yang di dapat semuanya 

memiliki lebar 1,10m, sedangkan untuk lokasi di kelurahan Liliba semuanya 

memenuhi syarat karena lebar trotoar semua diatas 1,50m. 

2. Untuk fasilitas pejalan kaki bagi kaum difabel seperti ubin pengarah dan ubin 

peringatan (TGSI) juga sebagian besar di trotoar dari setiap lokasi belum memiliki 

ketersediaan TGSI untuk  kaum difabel khususnya di Kelurahan Oebufu dan Tuak 

dun Merah (TDM) 
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5.2 . Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan saran terkait dengan 

Aksesibilitas Trotoar bagi kaum difabel. 

1. Perlu adanya TGSI bagi kaum difabel di sepanjang Trotoar sehingga 

mempermudahkan bagi kaum difabel untuk berjalan. (Mengarahkan dan memberi 

peringatan kepada kaum difabel). 

2. Pemerintahan kota Kupang harus menerbitkan serta menjalankan kebijakan-

kebijakan yang memuat tentang pelayanan fisik maupun non fisik yang berfokus 

pada kepentingan dan kebutuhan yang benar-benar sesuai dengan harapan para 

penyandang disasibilitas, yang dalam ini adalah mengenai ketersediaan TGSI agar 

penyandang disasibilitas mudah untuk mengakses atau menggunakannya. 

3. Setiap fasilitas terutama aksesibilitas trotoar bagi penyandang kaum difabel harus 

dibagun berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditntukan dan sehingga 

kedepannya penyandang disasibilitas bisa mudah untuk mengakses, serta 

memperhatikan keselamatan dan juga menjadi penyandang disasibilitas yang 

mandiri. 
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